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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN DALAM DUNIA PERINDUSTRIAN
(Studi Terhadap Pasal 15 UU No. 23 Th. 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup)

Indonesia merupakan Negara berkembang yang menjadikan industrialisasi
sebagai salah satu tolok ukur kesuksesan pembangunan, termasuk kebanyakan
Negara berkembang lainnya, sehingga pelaksanaan pembangunan lewat sektor
industri dengan memanfaatkan faktor alam sebagai salah satu faktor produksi terus
ditingkatkan. Pertimbangan lingkungan dalam setiap aspek pembangunan belum
sepenuhnya dilaksanakan. Dalam UU No. 23 Th. 1997 Pasal 15 disebutkan “segala
jenis industri yang tergolong mempunyai dampak penting dan berbahaya wajib
melaksanakan AMDAL. Namun dalam pelaksanaannya, banyak industri yang kurang
memperhatikan hal tersebut, dengan melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap
SDA yang ada, sechingga menyebabkan degradasi lingkungan, bahkan menimbulkan
pencemaran yang membahayakan.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data
kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, dimana deskriptif
digunakan untuk mendeskripsikan tentang konsep AMDAL dalam UUPLH 97, serta
pelaksanaan industrialisasi dalam proses pembangunan nasional, sedangkan
analisisnya menggunakan analisis hukum Islam dengan menggunakan pendekatan
Usul Figh dengan teori maslahah mursalah, sehingga akan ditemukan bagaimana
pandangan Islam terhadap pewajiban AMDAL dalam kegiatan Industri dengan dalil-
dalil yang dapat dijadikan sebagai sandaran dalam penetapan hukumnya.

Berdasarkan analisis hukum Islam diperoleh teori yang sejalan dengan
kegiatan industri yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi, dan ini sejalan
dengan hukum yang disyari’atkan Allah kepada manusia agar mencari penghidupan
dengan cara yang telah diatur oleh Islam, termasuk pengelolaan alam dengan
mengutus manusia sebagai khalifah yang diberi amanat untuk mengelola bumi demi
kemakmuran makhluk-makhluk. Dengan Analisis usul Figh sesuai dengan sabda
Nabi SAW., bahwa pembangunan tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri,
serta kaidah usuliyyah, bahwa mencegah kerusakan lebih utama dari memperoleh
manfaat. Tujuan pensyari’atan hukum Islam adalah untuk menjamin kemaslahatan
manusia (magqdasidusysyari’ah) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. AMDAL dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan sejalan
dengan hal tersebut, dimana tujuan diadakannya AMDAL sebagai syarat untuk
mendirikan usaha dan/atau kegiatan dalam hal ini kegiatan industri adalah untuk
tujuan tersebut, yakni terlanjutkannya pembangunan  untuk menyokong
keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang.

Jadi hukum pewajiban AMDAL yang terdapat dalam UUPLH 97 dalam
pelaksanaan kegiatan industri adalah sejalan dengan tujuan pensyariatan hukum
Islam (maqagidusysyari’ah), yaitu sama dengan menjaga agama, menjaga jiwa,
menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta, maka hukum melaksanakan
AMDAL adalah menjadi wajib.
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola
dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan
tersebut dari masa ke masa terus berlanjut secara berkesinambungan dan selalu
ditingkatkan pelaksanaannya guna memenuhi kebutuhan pokok yang semakin
meningkat.!

Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan penduduk tersebut berjalan
seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Di sisi lain jumlah sumber
daya alam yang berfungsi sebagai pemasok kebutuhan pembangunan tersebut
bersifat terbatas. Sumber daya alam terbatas dalam arti jumlah dan kemampuannya
dalam menunjang aktivitas pembangunan.’

Pembangunan yang dilaksanakan selama dua dekade terakhir ini tidak saja
telah mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga membawa
pengaruh pada pola pemanfaatan sumber daya alam dan resiko pada lingkungannya,

seperti pencemaran udara, air dan sebagainya. Pengaruh atau resiko sebagaimana

! Harun M. Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan cet. Ke
I, Jakarta: Bumi Aksara,1992, him. 1.

2 Ibid



yang diuraikan di atas akan terus meningkat sejalan dengan laju pembangunan
industri’ yang dilakukan.*

Di dunia yang semakin modern ini, tuntutan akan pemenuhan kebutuhan
kehidupan juga semakin kompleks. Tak pelak lagi, industrialisasi dianggap mampu
untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan hidup manusia, sehingga Indonesia
mencanangkan pembangunan di sektor industri dengan memanfatkan sumberdaya
alam yang ada dengan tujuan untuk menaikkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Industrialisasi yang mulai menampakkan perkembangannya sejak tahun %—“anmte“lah
mengubah sebagian besar gaya hidup dan orientasi kehidupan manusia. Transformasi
industri hampir terjadi di seluruh belahan dunia, dan semenjak itu aktivitas industri
semakin tinggi dari waktu kewaktu.®

Industrialisasi dikonotasikan sebagai pembangunan kegiatan pengolahan
bahan baku dan bahan penolong untuk dijadikan barang jadi (produk). Fungsi yang
menonjol dari kegiatan industri pengolahan adalah menghasilkan barang dan jasa.
Bersama-sama dengan dihasilkannya barang dan jasa, dihasilkan pula limbah
produksi yang berupa sisa-sisa bahan yang tidak dapat diolah dan juga limbah lain

yang berupa produk sampingan seperti air limbah, bau busuk, dan zat-zat kimia yang

* Yang dimaksud dengan industri menurut UU No. 5 Th. 1984 jo. tentang Perindustrian
adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau
barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan
rancang bangun dan perekayasaan industri.

* M. Daud Silalahi, AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia, cet. ke 1,
Bandung: Mandar Maju, 1995, him. 1.

> Muh. Aris Marfa’i, Moralitas Lingkungan: Refleksi Kritis Atas Krisis Llingkungan
Berkelanjutan, cet. ke 1, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hlm. 25. Industrialisasi tidak saja
meninggalkan warisan kemerosotan yang tidak ternilai harganya terhadap lingkungan, tetapi juga
terhadap budaya dan kehidupan sosial kemasyarakatan, Ibid.



mencemari tanah, udara dan air (TUA). Produk yang terakhir ini berdampak negatif
bagi manusia.

Tingginya aktivitas industri dan mesin-mesin industri, telah menghasilkan gas
buang yang mencemari lingkungan, menghasilkan limbah cair dan padat yang
menjadi polutan bagi kehidupan manusia. Industri pengolahan, industri transportasi,
industri migas, dan berbagai industri lainnya memberikan sumbangan terhadap emisi
gas karbon dioksida (CO,) di atmosfer.®

Dari perkiraan Dewan Penelitian Nasional Amerika Serikat (US National
Research Council) terdapat sekitar 5 juta senyawa kimia dan sekitar 50.000
merupakan komoditi dagang terpenting. Meskipun telah diketahui manfaatnya sangat
besar namun terdapat pula banyak pengaruh yang tidak diinginkan (baca: pengaruh
negatif).’

Kesadaran masyarakat akan pemilikan lingkungan yang bersih dan sehat
semakin meningkat, sehingga setelah konferensi yang diadakan di Stockholm,
Swedia, pada tanggal 5-16 Juni 1972 yang membahas tentang lingkungan hidup,
Indonesia merumuskan dan menetapkan Undang-undang tentang lingkungan hidup.
Ketentuan legislasi tersebut diatur dalam UU No. 4 Th. 1982 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997.

Dalam Pasal 15 undang-undang tersebut dinyatakan :

(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup,
wajib memiliki analisis dampak lingkungan hidup

(2) Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana

6 Ibid, hlm. 26.

"M. Daud Silalahi, AMDAL DalamSistem Hukum, hlm. 6.



dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian

analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.
Masalah penegakan hukum lingkungan di negara berkembang termasuk di
- Indonesia sangat sulit karena beberapa faktor, ada faktor alamiah, seperti luasnya
wilayah, hubungan sulit, kemiskinan, dan kesadaran hukum rakyat yang sangat
rendah. Ada pula faktor teknis, seperti terlambatnya diciptakan peraturan pelaksana,
misalnya UU No. 4 tahun 1982, aturan pelaksanaannya ada belasan yang tidak
diciptakan sampai diganti dengan UU No. 23 tahun 1997.

Dalam realita, setelah diciptakan perundang-undangan mengenai lingkungan,
dengan penetapan pasal 15 tersebut, masalah lingkungan bukan berarti segera dapat
diatasi.” Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan praktik-praktik kolusi menjadi salah
satu penyebab mengapa kegiatan-kegiatan pembangunan menjadi tidak bijak
lingkungan.'® Berbagai fakta menunjukkan bahwa persoalan lingkungan sudah
semakin kritis. Misalnya, kenyataan akan semakin menurunnya biodiversitas dan
peningkatan proses deteriorisasi habitat alam karena perpacuan kegiatan ekonomi
- yang tidak terkendali khususnya kegiatan industri. Munculnya lubang pada lapisan

ozon sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan masalah

sustainabilitas lingkungan. Selain itu, adanya bukti-bukti bahwa efek rumah kaca

® Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, cet. Ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, him.

® Ibid

' Muh. Aris Marfa’i, Moralitas Lingkungan, hlm 14. Lihat kasus PT. Pertambangan
Newmont Minahasa Raya (NMR) yang telah melanggar peraturan perundang-undangan mengenai
prosedur persetujuan Amdal terhadap perusahaan tambang tersebut, serta kurangnya pengawasan
terhadap jalannya kegiatan usaha perusahaan tersebut, sehingga fungsi dokumen AMDAL hanya
sebagai pelengkap kegiatan bukan sebagai dokumen penting untuk mempertimbangkan aspek
lingkungan. Lihat pula kasus Mega Proyek Lahan Gambut ketika Soeharto masih menjabat sebagai
presiden. Mursyid Raharjo, Memahami Amdal, Cet. ke 4, Semarang: FKM UNDIP, 2006, hlm. 10.



telah meningkatkan suhu alam dan membahayakan kehidupan secara umum.!! Data
lain yang diperoleh dari hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametrik
terhadap PT. Freeport Indonesia adalah terjadinya pencemaran akibat pembuangan
tailing (limbah) yang melebihi amba.ng batas di sungai Ajkwa, Papua sehingga
meﬁgakibatkan kerusakan sejumlah spesies akuatik.'?

Hampir semua sungai yang ada di Indonesia tercemar kualitasnya akibat
aktivitas industri. Kualitas dan kuantitas limbah yang dibuang kesungai seringkali
tidak terkontrol, sehingga AMDAL sebagai syarat perizinan kegiatan usaha belum
sepenuhnya teflaksana sesuai dengan peruntukannya sebagai tindakan preventif
tetapi kebanyakan usahawan mengambil tindakan yang bersifat represif. Baku mutu,
Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur seolah hanya menjadi sebuah
simbol formalitas tanpa adanya aktualisasi di lapangan. Hal ini berdampak pada
menggilanya pembuangan limbah industri di sungai-sungai yang sebagian besar
merupakan bahan baku air minum bagi manusia. Dunia industri pun sepertinya tidak
peduli karena selama ini kegiatan mereka seakan tidak terusik meskipun aktivitas

pembuangan limbah yang dilakukan termasuk dalam kejahatan lingkungan.'®

" Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik: Kebijakan dan stategi Pembangunan, Jakarta: Granit,
2004, hlm. 161., Muh Aris Marfa’l, Moralitas Lingkungan, hlm. 6.

" Freeport Sebabkan Kerusakan Lingkungan yang Parah,” http:// www.dpmb.esdm.go.id,
akses 23 Februari 2006. Lihat juga dugaan pencemaran yang diakibatkan oleh industri pertambangan
PT. Newmont yang membuang limbahnya melebihi ambang batas di perairan Teluk Buyat. lihat
Republika, kamis 10 Maret 2005. Data lain yang mengejutkan adalah kasus PT. Lapindo Brantas
dengan kasus lumpur panas yang mencapai 90 derajat celcius. Hasil pemariksaan Laboratorium
Forensik (Labfor) POLRI Cabang Surabaya menyebutkan bahwa lumpur panas dari lapangan gas
yang dikelola PT. Lapindo Brantas di desa Siring, Porong, Sidoarjo mengandung logam berat
berlebihan sehingga jika masuk ke tambak akan mematikan mikroorganisme, uji laboratoris juga
menunjukkan adanya unsur pencemar akibat adanya beberapa bahan lainnya yang cukup tinggi,
seperti mangan (Mg) dan Zeng (Zn), bahkan telah menimbulkan keresahan dan lingkungan yang tidak
sehat bagi penduduk sekitar. Lumpur Panas Lapindo Mengandung Logam Berat Berlebihan, “http://
www.kompas.com, akses 09 Juli 2006.



Pengendalian lingkungan akibat pencemaran buangan industri merupakan
salah satu masalah yang perlu ditanggulangi sejak Indonesia mengalami kemajuan di
bidang pembangunan industri. Masalah ini timbul karena program pengendalian
lingkungan belum menjadi prioritas sejak gagasan pendirian industri di canangkan,
bahkan pada beberapa kasus tertentu upaya pencegahan dan pengendalian
pencemaran diabaikan.'*

Atas alasan pemenuban kebutuhan kehidupan manusia yang serba dinamis
dan kompleks dalam modernitas industrial dan paradigma developmentalisme, maka
tindakan kezaliman dan kesemena-menaan menemukan argumen pembenarannya.
Eksploitasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan tidak dapat dielakkan lagi
sebagai konsekuensi logis dari paradigma berpikir industrialisme dan
developmentalisme.'’

Ketika manusia modern meletakkan parameter pertumbuhan perekonomian
dalam paradigma developmentalisme untuk mengukur standar kualitas dan
kelayakan hidup, semenjak itu pula sebenarnya Hngkungan hidup dan kondisi
masyarakat telah dikorbankan dan mengalami degradasi yang sangat hebat.!®
Maraknya illegal logging, pencemaran limbah industri, penurunan biodiversitas,

kepunahan satwa, meningkatnya bencana alam dalam berbagai spektrum skala lokal

“Selamatkan Sungai Di Indonesia, Terapkan Pajak Bagi Pencemar,”http://
www.ecoton.or.id. Akses 23 Februari 2006.

" Perdana Gintings, Mencegah dan mengendalikan Pencemaran Industri, Jakarta:Sinar
Harapan, 1992, him. 9. lihat pula kasus semburan lumpur panas PT. Lapindo Brantas, Kontraktor
Lapindo Akui Mengebor Tanpa Pelindung, http//www.menkokesra.go.id. akses 09 Juli 2006.

5 Muh. Aris Marfa’i, Moralitas Lingkungan, him 3.

' 1bid.



seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan kekeringan merupakan bukti
empiris dari kegagalan bentuk pembangunan yang selama ini telah berjalan."”
Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam,
sudah selayaknyalah memandang semua aspek kehidupan dari aspek hukum Islam,
sehingga pelaksanaan ajaran Islam tidak hanya berputar dalarh masalah ibadah saja
tetapi juga dalam bermu’amalah. Sebagai petunjuk serta rahmat bagi segenap alam,
al-Qur’an telah memberikan konsep tentang kehidupan manusia agar dapat
menjalankan tugasnya sebagai khalifah serta tidak melupakan hak dan kewajibannya
di dunia, sehingga manusia dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat sekaligus.

Firman Allah:
i) u.m:j \.ASuuaiJl:uﬁ‘ wt—i\.\MwﬂYJ'B}‘y‘ J‘MAX“C\!\ é_"j Lﬂuﬁéu‘}
18 adndal) il ) 1) (a W1 8 alaadl) 28 Y 5 L)
Ayat ini menganjurkan kepada manusia untuk  selalu menjaga dan

memelihara bumi tempat tinggalnya dan selalu melestarikannya sebagai warisan bagi

"7 Ibid,, him 6. Bentuk kegagalan pembangunan yang disebabkan karena memberikan bobot
yang berlebihan pada aspek pertumbuhan ekonomi semata dengan mengesampingkan faktor sumber
daya alam sebagai salah satu faktor yang penting dalam pembangunan ekonomi. Seperti yang
disebutkan Otto Soemarwoto bahwa salah satu kegagalan pembangunan di Indonesia adalah karena
masih memakai kebijakan lingkungan Atur-Dan-Awasi (ADA) atau Command-And-Contro (CAC)
dimana jenis pengaturan ini, baik yang ingin dicapai dengan suatu peraturan maupun caranya
mencapai tujuan itu ditentukan tehnologinya yang bersifat akhir-pipa (end-of-pipe) yang merupakan
tehnologi yang bersifat menanggulangi dan bukannya preventif (mencegah), padahal usaha
pencegahan selalu lebih baik dari pada usaha penanggulangan, dan usaha ini disebut dengan cost-
effective. Kegagalan juga disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan sumber
daya manusia yang tidak memadai, baik kuantitatif maupun kualitatif, pengawasan tidak dapat berlaku
efektif, ditambah lagi dengan merajalelanya KKN. Otto Soemarwoto dalam tulisannya: Setuju, PT.
Freeport Indonesia Bersalah, Tetapi Benar (merupakan tanggapan dari tulisan Purnama yang ditulis
dalam harian kompas, 27 Maret 2000). Otto Soemarwoto, Menyinergikan Pembangunan dan
Lingkungan: Telaah Kritis Begawan Lingkungan, cet. ke 1, Yogyakarta: Percetakan Negeri, 2005,
hlm.261-262.

'8 Al Qashash (28): 77



cucunya kelak agar tidak menjadikan mereka sebagai generasi yang lemah."’
Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memanfaatkan dan menikmati hasil bumi
baik yang ada di darat, laut maupun udara. Namun manusia dituntut agar tidak
serakah dan berbuat adil dalam menggunakan kekayaan alam tersebut. Dalam ayat
lain Allah berfirman:
" Cdabe Y s =Y ‘aﬁg‘.}j B R PWER Y,
Oleh karena itu, dengan paparan masalah yang telah diuraikan diatas, perlu
kiranya untuk melihat hukum pewajiban AMDAL khususnya dalam kegiatan industri
yang tertera dalam Pasal 15 UU no. 23 Th. 1997 dari perspektif hukum Islam.
B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun merumuskan suatu
permasalahan sebagai berikut:
Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pewajiban pelaksanaan AMDAL
dalam dunia perindustrian ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai pewajiban AMDAL dalam
dunia perindustrian hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan.
2. Kegunaan Penelitian
Secara teoretik untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang AMDAL

dalam dunia perindustrian. Secara akademis adalah untuk menambah khazanah

1% An Nisa’ (4): 9

2 As Syw’ard (26): 183.



ilmu pengetahuan dan pustaka kelslaman terutama dalam bidang kajian yang
berhubungan dengan hukum, lebih spesifik lagi mengenai Amdal dalam dunia
perindustrian.
D. Telaah pustaka
Diskursus mengenai Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan memang
masih relatif baru dibanding dengan teori-teori ekonomi lainnya yang sudah “well-
established”. Namun demikian yang menulis tentang lingkungan dari aspek hukum,
ekonomi, dan ekologi relatif banyak. Penyusun belum banyak menemukan karya
tentang Amdal dan konservasi lingkungan yang dikaitkan dengan ekonomi dengan
mamasukkan teori ajaran Islam. Meskipun demikian, telah ada penelitian yang
membahas tentang lingkungan dari aspek hukumnya, khususnya yang berkaitan
dengan Amdal yaitu penelitian yang dilakukan M. Daud Silalahi’’, Gunarwan
Soeratmo”“serta Otto Soemarwoto®, hasil penelitian dari ketiganya mendapatkan
bahwa kebanyakan AMDAL tidak dilaksanakan karena dinilai terlalu menyulitkan
pihak pengusaha, dan dinilai memperlambat usaha dan/atau kegiatan yang akan
dilakukan, disini ketiganya belum menemukan kesadaran hukum para pengusaha
dalam melestarikan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga

karena pencemaran lingkungan, lingkungan hidup semakin mengalami degradasi.

! M. Daud Silalahi, AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia, cet. ke 1,
Bandung: Mandar Maju, 1995.

2 Gunarwan Soeratmo, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, cet. Ke 2, Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 1990.

# Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, cet. Ke 10, Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2003.
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Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Emil Salim* dari
penelitian ini dihasilkan bahwa untuk mencegah timbulnya pengaruh negatif
terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh adanya pembangunan yang semakin
meningkat adalah mengusahakan kelestariannya dengan melaksanakan pembangunan
yang berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan aspek lingkungan sebagai
bagian dari perencanaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Bustanul Arifin,”
dalam penelitiannya menyebutkan bahwa degradasi lingkungan lebih banyak
disebabkan oleh kelalaian manusia dalam mengikuti dan menerapkan kaidah-kaidah
sains, dan keberanian manusia dalam melawan etika atau nilai moral yang telah
dianutnya, serta ketidakmampuan manusia berpraksis dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Harun M. Husein,?® hasil penelitian ini
mengatakan bahwa AMDAL dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan
mempunyai aspek hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum
lingkungan yaitu aspek-aspek hukum AMDAL secara perdata, administrasi dan
pidana. dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yang
terlanjutkan, Andi Hamzah®*’ menyoroti tentang lingkungan dari segi penegakan
hukumnya, dalam penelitian ini, dihasilkan tentang penegakan hukum lingkungan di
Indonesia belum sepenuhnya dapat dilakukan, karena masih banyaknya UU sektoral

yang belum diciptakan oleh pemerintah, schingga sering terjadi tumpang tindih

2 Emil Salim, Pembangunan Berwawasan lingkungan, cet. Ke VI, Jakarta: LP3ES, 1993.

 Bustanul Arifin, Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia: Perspektif Ekonomi, Etika,
dan Praksis Kebijakan, Jakarta: Erlangga, 2001,

% Harun M. Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak lingkungan, cet. Ke
1, Jakarta: Bumi Aksara, 1992. :

27 Andi Hamzah, Penegakan hukum Lingkungan, cetke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. _
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hukum, serta masih menerapkan hukum kolonial Belanda, yang masih memakai
aaturan dan dasar hukum zaman dahulu dan belum disesuaikan dengan keadaan
sekarang yang keadaannya sudah jauh berbeda.

Sedangkan M.Quraish Shihab dalam penelitianya”® melihat dari segi etika
keberagamaan. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa agama juga mengatur
hubungan manusia dengan alam dan harus memiliki etika terhadap alam, serta
mengantar manusia untuk bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya.

Buku selanjutnya adalah karfa Yusuf al-Qardhawi?®. Buku tersebut cukup
mewakili keberpihakan Islam terhadap pelestarian lingkungan, dalam segala
aspeknya seperti dimensi teologi, figh, maupun ushul figh dalam, dalam
penelitiannya dihasilkan bahwa pelestarian lingkungan hidup itu hukumnya sama
dengan magqasidusysyari’ah yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta, maka hukum melestarikan lingkungan disamakan dengan mewujudkan
tujuan pensyari’atan hukum dalam Islam yang dihukumi wajib, karena tanpa
berdirinya kelima tujuan tersebut, maka kehidupan manusia dan makhluk lainnya
akan rusak bahkan punah.

| Selain buku-buku diatas juga terdapat skripsi saudara Muiz al Hakim,*® dan
hasil skripsi ini adalah bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia harus

mempertimbangkan lingkungan sebagai salah satu faktor penting dalam berproduksi,

% M. Quraish shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan
masyarakat, cet. Ke 14, Bandung: Mizan, 1994,

* Yusuf al-Qaradhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Penerjemah: abdullah Hakam
Shah, Dkk, cet. Ke 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001. ’

3 Mu’iz al Hakim, Etika Ekonomi Dan Konservasi Lingkungan Hidup; Telaah Hukum Islam
Atas Materi UU. No. 23 Th. 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, Skripsi IAIN Tidak
Dipublikasikan.



12

serta harus dikaitkan dengan etika, karena etika/moral harus ada dalam setiap
mu’amalah (baca: kegiatan) yang dilakukan oleh manusia serta hubungannya dengan
UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu UU No. 23 Th. 1997.

Berdasarkan buku-buku yang telah disebutkan diatas, penulis berkesimpulan
belum ada buku maupun karangan yang membahas tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan dalam Dunia Perindustrian Perspektif Hukum Islam, sehingga
skripsi ini terhindar dari unsur duplikasi.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur’an memperkenalkan banyak ayat tentang hakikat dan sifat-sifat
manusia agar mahluk ini menempati posisi unggul. Wewenang dan tanggung jawab
yang diperolehnya langsung dari sumber yang paling logis, paling agung, dan paling
kompeten yaitu Pencipta manusia dan alam raya ini. Ini berarti bahwa ia tidak
tercipta secara kebetulan atau bahwa keunggulannya atas mahluk-mahluk lain hanya
semata-mata timbul berdasarkan struggle for survival. Dengan demikian, dapat
dipahami bahwa ia mempunyai misi dan tanggung jawab yang dibebankan
kepadanya langsung oleh Sang Maha Pencipta.’!

Seluruh alam raya diciptakan untuk digunakan oleh manusia dalam
melanjutkan evolusinya, hingga mencapai tujuan penciptaannya yaitu mengabdi
kepada Allah* dengan mengatur dan mengolah alam secara seimbang agar
pembangunan dapat terlanjutkan sebagai tanggungjawab terhadap generasi penerus

yang digambarkan dalam al-Qur'an sebagai qurrah a’yun (buah hati yang

3! M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, hlm. 299.

- % Adz Dzariyat (51): 56
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menyejukkan)*® serta zinah hayah al dun ya (hiasan kehidupan dunia),** agar tidak

menjadi generasi yang lemah, Allah berfirman:
slsdy Al Tl agile 1A Ulaum 500 agild e 1S gl 0l (3801,
pd KT

Langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya diciptakan tidak dengan

3 dan manusia

sia-sia (tanpa tujuan) namun semua memiliki suatu tujuan,
sebenarnya tidak menyadari bahwa melakukan kegiatan yang dapat merusak adalah
perbuatan dzalim dan bodoh®” dan manusia berlaku sewenang-wenang manakala
dirinya merasa mampu’®

Manusia diutus ke dunia sebagai khalifah di bumi *°. kedudukan dan peranan
manusia sebagai mahluk yang telah menerima amanat setelah ditolak oleh mahluk-
mahluk lainnya4° agar menjaga apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Atas dasar
inilah ia bertanggung jawab baik menyangkut dirinya maupun dunianya,

bertanggung jawab untuk memelihara, mengayomi, dan menggunakannya dengan

baik*! tanpa merugikan orang lain. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi:

3 Al Furqan (25): 74
3% Al Kahfi (18): 46

35 Annisa’ (4): 9

% Shad (38) : 27.

37 Al Ahzab (33): 72
3% Al ‘Alaq (96): 6 -7
3% Al Bagarah (2) : 30.
0 Al Ahzab (33): 72

*! Quraish Shihab, Membumikan Al Qur’an, him. 302.
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Dari sini jelas bahwa fungsi eksistensi manusia di dunia ini adalah
melaksanakan tugas “Kekhalifahan”, yakni membangun dan mengelola dunia ini
sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tersebut tergambar dalam kitab-
kitab suci yang diturunkan dan harus digali nilai-nilainya oleh manusia agar mereka
dapat menyesuaikan pembangunan sosial budaya manusia dengan nilai-nilai
tersebut.®?

Dalam perspektif fiqih siyasah syar’iyyah, apapun peraturan perundang-'
undangan dan sistem kenegaraan yang sesuai dengan dasar ajaran agama harus
membawa kepada kemaslahatan umat manusia,* sekaligus untuk mencegah dan
menghindari mafsadat® di dunia dan akhirat, yang di kenal dengan
Magqasidusysyari’ah.”®, karena agama Islam datang sebagai rahmat bagi umat
manusia seluruhnya.*” Kemaslahatan yang dimaksud adalah meliputi lima jaminan
dasar antara lain: 1) keselamatan agama (al-muhafazah ‘ala ad-din), 2) keselamatan
jiwa (al-muhafazah ‘ala an-nafs), 3) keselamatan akal ( al-muhafazah ‘ala al-‘aql),

4) keselamatan keluarga dan keturunan (al-muhafazah ‘ala an-nasl), dan 5)

*2 Tbnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al Ahkam, Bab Man Baniya Fi Haqqihi, Mesir: ‘Isa
al Babi al Halabi wa syurakah, 1953, II: 784, hadis nomor 2341 (HR. ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas).

® Quraish Shihab, Membumikan Al Qur’an, him. 300.
44 Abd al Wahab Khallaf, Ushul Figh, cet. Ke 13, Kairo: Dar al Qalam, 1978, him. 197.

* Yusuf Al Qardhawi, Membumikan Syari’at Islam, alih bahasa: Muhammad Zakki dan
Yasir Tajid, cet. ke I, Surabaya: Dunia Ilmu, 1417 H., him. 64.

* Fathurrahman Djamil, M. A, Filsafar Hukum Islam, cet. ke 1, Jakarta: Logos Wacana [imu,
1997, him. 24.

47 Al Anbiya’ (21): 107.
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keselamatan harta benda (al-muhafazah ‘ala al-mal).®® Syari’at-syari’at itulah yang
kemudian dinamakan dengan al-dharurah al-khamsah.*®
Tujuan-tujuan syari’at ini harus ditegakkan agar kehidupan di dunia dapat
terwujud. Hal ini diwujudkan dengan menyuruh pada kebaikan dan menghindari
segala macam bentuk kejahatan. Tentang hal ini diungkapkan oleh Allah dalam
firman-Nya:
"o 553 Sl Jary (e g 5 d 853 Jlia Jarg (yad
SSidy eLaail oo ey o 63 sty cheally Jaell Lals A0

" 03 AN aSlal aSkaay rl

Segala bentuk perusakan terhadap lingkungan secara implisit termasuk

perilaku yang menyimpang dari apa yang telah disyari’atkan oleh Allah yang tertera
dalam firman-Nya :

g,.\,g)‘éiﬂ\ MJ&‘&M}G}&D}J\J@A&A}A&)WJ&‘ ué\JJuﬁYJ
cv.'- “U“

Tagan il Laf Latfss

“ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh,alih bahasa Saefullah Ma’shum dkk., cet. Ke 5,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 424-426., Ali Hasbullah, Ulul at-Tasyri’ al-Islami, cet. Ke 3,
Mesir: Dar al-Ma’arif, 1964, hlm. 260

* Yusuf al-Qaradhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan,hlm. 59

% Al Zalzalah (99): 7 - 8

3! An Nahl (16): 90

2 AL A’raf (7): 56
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) yaitu suatu pola
penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan
menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis>* tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan dan perindustrian, sedangkan sifat penelitian ini
adalah deskriptif-analisis.>

2. Pengumpulan Data
Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan
dengan mengumpulkan data-data yang berupa tulisan ataupun karya tulis yang
berkaitan dengan kajian yang diteliti. Sebagai sumber data primer adalah:
UUPLH No. 23 Tahun 1997 serta PP. No. 51 Tahun 1993 T entang AMDAL,®
Sedangkan untuk data skunder adalah : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Prinsip Dasar Dan Pemapanannya Dalam Pembangunan,®’ Berbagai Aspek

Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,®® serta Penegakan hukum

* Al Maidah (3): 32
> Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitarif, Jakarta: Rake Sarasin, 1989, him. 43.

3 Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala
atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi
adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah
Jjalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian
terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan
pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai hal tersebut.

% Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, cet. ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

7 Chafid Fandeli, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dan

Pemapanannya Dalam Pembangunan, Cet. Ke 1, Yogyakarta: Liberty, 1992,

** Harun M. Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, cet.
Ke I, Jakarta: Bumi Aksara,1992.
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Lingkungan, kitab-kitab Ushul Figh: ‘IIm Ushul Al Figh® Ushul al Figh®.
~ Selain yang sudah disebutkan, tidak menutup kemungkinan masih akan

bertambah dengan sumber-sumber data lain yang valid dan berguna dalam
penelitian

3. Analisis Data
Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode induktif yaitu metode
berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa
konkrit kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai
kesimpulan yang umum. Dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan
maksud dan tujuan pensyaratan AMDAL dalam dunia perindustrian dilihat dari
sudut pandang hukum Islam.

4. Pendekatan
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Usul Figh yakni
penelitian terhadap peristiwa yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah
dengan menggunakan pendekatan terhadap kaidah-kaidah Usul Figh yaitu kaidah

magslahah mursalah.”!

% Abd al Wahab Khallaf, lmUsht al Figh, cet. Ke 13, Kairo: Dar al Qalam, 1978.

% Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, alih bahasa Saefullah Ma’shum dkk., cet. Ke 5,
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

' maglahah mursalah atau biasa disebut istislah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal,
sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang
mendukung dan tidak ada yang membatalkannya.
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Sistematika Pembahasan

Untuk memudabkan dan mengarahkan pembahasan skripsi ini, penyusun
memuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah sebagai
dasar untuk - .uskan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangke £, metode penelitian dan sistematika pembahasan,

<edua membahas tentang AMDAL ditinjau secara umum yang di
dals meliputi kajian kelayakan lingkungan, pengertian AMDAL, ruang lingkup
T sunan dokumen AMDAL, fungsi dokumen AMDAL, penyelesaian sengketa
lingkungan hidup, industrialisasi dalam pembangunan nasional,‘ serta Pembangunan
Berkelanjutan.

Bab ketiga memuat tentang tinjauan Islam terhadap lingkungan hidup yang
meliputi lingkungan hidup dalam pandangan Islam, manusia sebagai khalifah,
produksi dalam Islam, distribusi dalam Islam, konsums; dalam Islam, serta
pembangunan dalam Islam. i

Bab keempat merupakan analisis dari masalah yang telah dipaparkan di atas
vang berisi tentang Al Magslahah Al Mursalah sebagai metode ijtihad yang
digunakan, serta pandangan hukum Islam terhadap AMDAL dalam dunia
perindustrian. Dalam bab ini akan dibahas mengenat AMDAL dan kegiatan industri
dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesim pulan dan saran-saran.
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BABV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan teori dan pembahasan AMDAL dalam
dunia prindustrian dalam hukum lingkungan sebagai instrument untuk mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang,
dan telah ditelaah dengan menggunakan teori Ushul Figh dengan menggunakan teori
maslahah mursalah dengan konsep maqasidusysyari’ah yang dikemukakan oleh
assyathibi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. AMDAL merupakan telaah cermat dari sebuah rencana usaha dan/kegiatan, untuk
memperkirakan dampak dari suatu kegiatan dan/atau usaha yang hendak
dilakukan, sebagai tindakan preventif terhadap dampak yang dapat ditimbulkan
dari adanya kegiatan atau usaha yang akan dilakukan, sehingga bisa
memperkirakan dampak positif bagi manusia dan lingkungannya maupun dampak
negatif sehingga dapat segera dicarikan solusinya agar tidak membahayakan
kehidupan makhluk hidup. AMDAL merupakan instrument untuk melestarikan
lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelar}jutan dan
meningkatnya kualitas kehidupan, sehingga pemberlakuan AMDAL dalam
perencanaan kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting dan
berbahaya adalah wajib.

2. Kegiatan industri meliputi produksi, distribusi dan konsumsi yang ketiganya

diatur dalam Islam, sehingga pelaksanaan ketiganya harus sesuai dengan aturan
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yang telah digariskan oleh hukum Islam. Pelaksanaan industrialisasi dalam
kaitannya dengan pembangunan nasional dewasa ini telah mengalami kenaikan
yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun kenaikan
prosentase tersebut bukan berarti tanpa akibat buruk yang ditimbulkan
disebabkan proses pembangunan tersebut, seperti halnya pencemaran lingkungan
yang terjadi disebagian besar sungai di Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa
pelaksanaan industrialisasi dalam proses pembangunan nasional menimbulkan
dampak negativfsehingga serta mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Konsep AMDAL dan Industri adalah sejalan dengan tujuan pemberlakuan
syari’at Islam (maqasidusysyari’ah) yang dikemukakan oleh asysyathibi, yaitu
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang termasuk dalam
kategori kebutuhan primer (maslahat dhaririyyah) yang apabila tidak terpenuhi,
maka Maka menjaga kelestarian lingkungan yang ditujukan untuk pembangunan
yang berkelanjutan demi terlanjutkannya pembangunan untuk generasi dimasa
yang akan datang adalah wajib. Karena jika kebutuhan primer (dhariry) tidak
terpenuhi maka keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk
hidup lainnya akan rusak, hancur, bahkan punah.Manusia diberi amanat oleh
Allah sebagai khalifatullah fi al ardh, dan setiap manusia adalah pemimpin dan
akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Alam semesta adalah
milik Allah yang dapat dipergunakan manusia dengan aturan yang ditentukan
oleh pencipta/pemiliknya Manusia diberi amanat untuk memakmurkan bumi
dengan adil dan baik (ihsan), sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat

terwujud. Pembangunan berkelanjutan memerlukan komunikasi yang baik dan
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organisasi yang baik, sehingga masyarakat, dan lembaga Negara maupun
kalangan usahawan memerlukan adanya komunikasi dan kerjasama agar

mengurangi perselisihan dan mengatasi konflik yang dapat terjadi.

B. SARAN-SARAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka
saran-saran yang bisa diberikan adalah:

a. Hendaknya pemberlakuan hukum lingkungan khususnya pencantuman dokumen
AMDAL tidak hanya sebagai formalitas kegiatan saja, akan tetapi dijadikan
sebagai acuan yang semestinya digunakan, seperti adanya pemantauan dan
pengawasan, baik dalam tingkat proyek, prakonstruksi, konstruksi, maupun pasca
konstruksi. Sehingga apabila terdapat penyelewengan atau kesalahan yang bisa
berakibat fatal bagi kehidupan dapat segera diatasi.

b. Hendaknya pengawasan terhadap jalannya kegiatan atau usaha, baik yang hendak
dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan, benar-benar dijalankan,
sehingga tidak terjadi penyelewengan data/dokumen sebelum maupun sesudah
proyek usaha dan/atau kegiatan, schingga kelestarian lingkungan demi
terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud.

c. Hendaknya pemerintah memasyarakatkan arti penting AMDAL sebagia salah
satu upaya untuk melestarikan lingkungan dalam kaitannya dengan
pembangunan berkelanjutan, sehingga AMDAL mudah dimengerti oleh kalangan

yang lebih luas.
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